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Abstrak 

 

 Salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan di Kota 

Payakumbuh adalah melalui program Pelayanan Terpadu dan Gerakan 

Masyarakat Peduli Kab/Kota Sejahtera (Pandu Gempita). Pandu Gempita 

merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial yang 

dimulai sejak tahun 2013 dimana Kota Payakumbuh menjadi salah satu daerah 

pilot project. Dalam penelitian ini yang dilihat adalah bagaimana pelaksanaan 

program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, apakah tujuan dari pelaksanaan 

program Pandu Gempita sudah dapat dicapai di Kota Payakumbuh dan persoalan-

persoalan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota 

Payakumbuh. Dalam pelaksanaan program Pandu Gempita di Kota Payakumbuh, 

berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013 dibentuk 

sebuah unit layanan satu atap dengan nama Unit Pelayanan Terpadu 

Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN). Unit ini menggunakan skema beragam 

loket dan beragam layanan. UPT-KAN menganut model True One-Stop dengan 

wadah Lokasi Fisik Kantor. Model pelayanan ini mengintegrasikan berbagai jenis 

pelayanan dan melibatkan berbagai kewenangan. Program Pandu Gempita melalui 

UPT-KAN secara tidak langsung dalam jangka panjang dapat menurunkan tingkat 

kemiskinan di Kota Payakumbuh. Namun, sejauh ini UPT-KAN baru melakukan 

proses administratif, subtansi pelayanan satu atap dalam pengentasan kemiskinan 

belum lagi bisa diwujudkan. UPT-KAN belum memiliki kekuatan dan 

kewenangan yang cukup luas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Hal ini 

terlihat dari kesulitan yang dihadapi UPT-KAN dalam merangkul program-

program penanggulangan kemiskinan yang ada pada SKPD teknis. Pelaksanaan 

program-program penanggulangan kemiskinan masih berjalan parsial. Terhadap 

Sumber Daya Manusia dan pendanaan diperlukan dukungan yang lebih baik. 

Selama ini untuk personel yang diletakan pada UPT-KAN rangkap jabatan dengan 

pekerjaan yang ada pada SKPD pengirim. Hal ini menyebabkan personel tersebut 

tidak maksimal dalam pekerjaannya. Oleh sebab itu evaluasi, sinergitas dan 

pembinaan pemerintah sangat diperlukan dalam kelangsungan program ini. 

 

Kata kunci: pandu gempita, UPT-KAN, ketercapaian tujuan program 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

 Program pengentasan 

kemiskinan disusun dengan mengacu 

pada Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, Intruksi Presiden 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2010, tentang Program Pembangunan 

yang Berkeadilan dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 42 

Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan 

Provinsi dan Kabupaten / Kota. 

Program penanggulangan 

kemiskinan adalah kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dunia usaha, serta 

masyarakat untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat miskin 

melalui bantuan sosial, 

pemberdayaan masyarakat, 

pemberdayaan usaha ekonomi mikro 

dan kecil, serta program lain dalam 

rangkameningkatkan kegiatan 

ekonomi.  

 Dalam Peraturan Presiden 

Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, Strategi percepatan 

penanggulangan kemiskinan 

dilakukan dengan : (a) Mengurangi 

beban pengeluaran masyarakat 

miskin; (b) Meningkatkan 

kemampuan dan pendapatan 

masyarakat miskin; (c) 

Mengembangkan dan menjamin 

keberlanjutan Usaha Mikro dan 

Kecil; dan   (d) Mensinergikan 

kebijakan dan program 

penanggulangan kemiskinan. 

Kemiskinan merupakan salah satu 

tolak ukur keberhasilan 

pembangunan. Oleh sebab itu 

keseimbangan antara pertumbuhan 

dengan pemerataan dan seberapa 

besar peningkatan kesejahteraan 

masyarakat selalu dipertanyakan bila 

ingin mengetahui keberhasilan 

pembangunan. 

 Kota Payakumbuh 

merupakan salah satu daerah di 

Propinsi Sumatera Barat yang 

memiliki jumlah keluarga miskin 

relatif besar. Berdasarkan data BPS 

Kota Payakumbuh, Tingkat 

Kemiskinan (2014) adalah sebesar 

7,01 % dari jumlah penduduk yang 

dikategorikan sebagai penduduk 

miskin. Jumlah tersebut masih lebih 

tinggi dari rata-rata propinsi 

Sumatera Barat, dimana pada tahun 

yang sama hanya Tingkat 

Kemiskinannya sebesar 6,71 %. 

Sebagaimana halnya dengan 

kebijakan nasional, penanggulangan 

kemiskinan juga menjadi prioritas 

pembangunan Kota Payakumbuh. 

Berbagai program sudah dan sedang 

diimplementasikan. Salah satunya 

melalui program Pelayanan Terpadu 

dan Gerakan Masayarakat Peduli 

Kab/Kota Sejahtera (Pandu 

Gempita). 

Pandu Gempita merupakan 

program nasional yang dilaksanakan 

oleh Kementrian Sosial yang dimulai 

sejak tahun 2013. Ada lima lokasi 

telah menjadi pilot project Pandu 

Gempita, yaitu Kota Payakumbuh, 

Kota Sukabumi, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Berau dan Kabupaten 

Bantaeng. Pandu Gempita 

diharapkan menjadi sebuah sistem 

pelayanan terpadu dalam penanganan 

masalah kesejahteraan sosial dalam 

upaya percepatan penanggulangan 

kemiskinan. 

 Perkembangan permasalahan 

kesejahteraan sosial yang semakin 

kompleks, tuntutan publik terhadap 

orientasi kebijakan dan program 

pembangunan nasional bertumpu 

pada keadilan untuk semua, serta 

melindungi hak asasi manusia. 
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Berdasarkan hal tersebut jelas 

dibutuhkan perubahan paradigma 

dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. Perubahan 

paradigma tersebut adalah dengan 

mengoptimalkan kualitas pelayanan 

kepada kelompok sasaran, baik 

penduduk miskin maupun 

penyandang masalah sosial lainnya. 

Lebih dari 20 program pelayanan 

penduduk miskin dan penyandang 

masalah sosial lainnya yang dikelola 

parsial, sektoral, fragmentaris oleh 

berbagai Kementerian dan Lembaga 

yang belum maksimal dirasakan 

manfaatnya. Kegiatan di Pandu 

Gempita meliputi, membangun 

komitmen kerjasama kemitraan 

antara Kemensos dengan pemerintah 

Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi 

pilot project. 

B. Masalah Penelitian 

 Pemerintah Kota 

Payakumbuh telah melaksanakan 

inovasi kebijakan khusus untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan. 

Pemerintah Kota Payakumbuh 

menciptakan terobosan dengan 

membentuk suatu unit 

penanggulangan kemiskinan yang 

dinamakan dengan Unit Pelayanan 

Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari 

(UPT-KAN) yang merupakan 

implementasi program Pandu 

Gempita dengan bekerja sama 

dengan Kemensos. Pembentukan 

lembaga yang khusus untuk 

mengatasi permasalahan kemiskinan 

ini dilandasi dengan dasar hukum 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 

2010, tentang Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan dan 

Peraturan Walikota Payakumbuh 

Nomor  59 Tahun 2013 Tentang Unit 

Pelayanan Terpadu Kesejahteraan 

Anak Nagari (UPT-KAN) Kota 

Payakumbuh. Hal ini sesuai dengan 

Undang-undang No 11 Tahun 209 

tentang Kesejahteraan Sosial, dimana 

diamanatkan bahwa penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial adalah upaya 

yang terarah, terpadu, dan 

berkelanjutan yang dilakukan oleh 

pemerintah,  pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

 Unit Pelayanan Terpadu 

Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-

KAN) Kota Payakumbuh 

memberikan layanan bagi 

masyarakat miskin secara 

komprehensif, yaitu penanggulangan 

kemiskinan berbasis kesehatan, 

pendidikan, dan sosial ekonomi. 

Masalah kesehatan, pendidikan, dan 

sosial ekonomi merupakan suatu 

masalah klasik yang dirasakan oleh 

masyarakat miskin. Berlatar 

belakang dari masalah ini, 

sebagaimana telah dicantumkan 

dalam Peraturan Walikota 

Payakumbuh Nomor 59 Tahun 2013. 

UPT-KAN mempunyai tugas untuk 

melaksanakan pelayanan, 

penanganan, dan penanggulangan 

kemiskinan di Kota Payakumbuh. 

Selain itu, alasan dibentuknya UPT-

KAN di Kota Payakumbuh ini 

karena melihat cukup tingginya 

angka kemiskinan di Kota 

Payakumbuh. 

 Melihat kebijakan 

pembentukan UPT-KAN merupakan 

inovasi baru sebagai perwujudan 

program Pandu Gempita dalam 

penanggulangan kemiskinan yang 

baru berdiri dan telah diatur dalam 

Peraturan Walikota sebagai dasar 

hukum pembentukan unit ini.  

 Dari uraian diatas, rumusan 

masalah yang hendak dikaji dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan program 

Pandu Gempita di Kota 

Payakumbuh?   
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2. Apakah tujuan dari pelaksanaan 

program Pandu Gempita sudah 

dapat dicapai di Kota 

Payakumbuh?  

3. Persoalan-persoalan apa yang 

dihadapi dalam pelaksanaan 

program Pandu Gempita di Kota 

Payakumbuh?  

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Mengetahui pelaksanaan 

program Pandu Gempita di Kota 

Payakumbuh. 

2. Mengetahui ketercapaian tujuan 

penanggulangan kemiskinan 

yang dilakukan oleh program 

Pandu Gempita?  

3. Mengidentifikasi persoalan-

persoalan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan program Pandu 

Gempita di Kota Payakumbuh? 
 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh 

dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat menjadi salah satu 

sumber pengkajian dan 

pengembangan ilmu 

perencanaan wilayah dan 

pedesaan. 

2. Bagi peneliti dapat menambah 

wawasan keilmuan khususnya 

mengenai Pelaksaanaan 

program pengentasan 

kemiskinan. 

3. Sebagai dasar bagi pemerintah 

daerah Kota Payakumbuh 

untuk mengambil kebijakan 

dalam pengentasan kemiskinan 

terutama dalam operasional 

pelaksanaan UPT-KAN. 

4. Sebagai dasar bagi peneliti 

selanjutnya yang berminat 

untuk mengkaji lebih jauh 

permasalahan pengentasan 

kemiskinan dari perspektif 

lainny 

 

E. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Daerah yang akan dijadikan 

lokasi penelitian adalah Kota 

Payakumbuh. Hal ini dikarenakan 

Kota Payakumbuh menjadi salah satu 

pilot project dari 5 Kab/kota dalam 

melaksanakan pelayanan terpadu 

penanganan masalah sosial tersebut. 

Ke 5 Kab/ Kota tersebut antara lain 

Sragen, Sukabumi, Bantaeng, Berau 

dan Payakumbuh. Untuk Kota 

Payakumbuh sendiri Unit Pelayanan 

tersebut bernama Unit Pelayanan 

Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari 

(UPT-KAN). Penelitian ini 

direncanakan dalam waktu 2 (dua) 

bulan setelah dikeluarkannya surat 

izin penelitian dari Pasca Sarjana 

Universitas Andalas. 

 

F. Metode Penelitian 

 

 Penelitian akan dilakukan 

dengan menggunakan metode studi 

kasus dan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis data kualitatif. 

Analisis data akan dilakukan secara 

induktif untuk mengidentifikasi 

realitas yang bermacam-macam di 

lapangan sehingga analisis menjadi 

lebih eksplisit, lebih nampak dan 

mudah dilakukan. Dalam penelitian 

ini peneliti mengambil beberapa 

konsep yang terkait dengan topik 

penelitian untuk membantu 

memahami realitas yang ada di 

lapangan. Dalam bagian analisis 

konsep tersebut akan dikaitkan 

dengan hasil penelitian di lapangan. 

Mengetahui proses 

pembentukan UPT-KAN di Kota 

Payakumbuh dianalisa dengan cara 

menelaah aturan pembentukannya 

yang didapat dari hasil telaah 
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dokumen dan wawancara dengan key 

informan, sedangkan pengelolaan 

UPT-KAN dianalisa melalui proses 

membandingkan aturan pengelolaan 

Pandu Gempita dengan pelaksanaan 

yang dilakukan dilapangan. 

Keterkaitan antara proses 

pembentukan UPT-KAN dan 

pengelolaannya dengan 

keberlanjutan Program Pandu 

Gempita di analisa dengan konsep 

yang dikemukakan Khandker, 

Khaliliy, dan Khan dalam Syukur 

(2002), bahwa keberlanjutan 

lembaga keuangan berkaitan dengan 

tiga hal, yaitu (1) viabilitas 

kelembagaan, (2) viabilitas finansial, 

dan (3) viabilitas peserta (anggota). 

Viabilitas kelembagaan yaitu 

kelembagaan kredit (delivery system) 

dapat memberikan pelayanan secara 

berkelanjutan. Viabilitas finansial 

berarti pendapatan dari kredit 

(bunga), dapat menutupi seluruh 

biaya operasi pada periode waktu 

tertentu. Sementara viabilitas peserta 

(anggota) artinya keuntungan usaha 

yang dibiayai oleh kredit dapat 

menutup biaya kredit (bunga) dan 

pokok pinjaman.  

G.  HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil analisis 

dilapakan didapatkan hasil penelitian 

sebagai Berikut   : 

a. Pelaksanaan program Pandu 

Gempita telah berjalan di Kota 

Payakumbuh sejak akhir Tahun 

2013 dalam bentuk Unit 

Pelaksana Teknis di bawah 

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 

Kota Payakumbuh. Di Kota 

Payakumbuh program Pandu 

Gempita ini diberi nama Unit 

Pelayanan Terpadu 

Kesejahteraan Anak Nagari 

(UPT-KAN). Secara organisasi 

dan pembentukannya, UPT-

KAN ini telah berjalan sesuai 

dengan petunjuk teknis 

pelaksanaannya.  

b. Dalam hal ketercapaian tujuan 

pelaksanaan program pandu 

gempita telah terbangunnya 

layanan satu atap untuk 

penanggulangan kemiskinan, hal 

ini juga telah meningkatkan 

aksesibilitas masyarakat 

terhadap kebutuhan pelayanan 

sosial dalam memenuhi 

kebutuhan dasarnya. Hal ini 

dalam jangka panjang bertujuan 

untuk penurunan tingkat 

kemiskinan di Kota 

Payakumbuh. Namun, sejauh ini 

UPT-KAN baru melakukan 

proses administratif, subtansi 

pelayanan satu atap dalam 

pengentasan kemiskinan belum 

lagi bisa diwujudkan. 

c. UPT-KAN belum memiliki 

kekuatan dan kewenangan yang 

cukup luas dalam menjalankan 

peran dan fungsinya. Pemerintah 

daerah belum melakukan 

pendelasian wewenang dalam 

pelaksanaan penanggulangan 

kemiskinan secara terpadu. Hal 

ini terlihat dari dari kesulitan 

yang dihadapi UPT-KAN dalam 

merangkul program-program 

penanggulangan kemiskinan 

yang ada pada SKPD teknis. 

Pelaksanaan program-program 

penanggulangan kemiskinan 

masih berjalan parsial dengan 

pedoman pelaksanaannya 

masing-masing. Terhadap 

Sumber Daya Manusia dan 

pendanaan diperlukan dukungan 

yang lebih baik. Selama ini 

untuk personel yang diletakan 

pada UPT-KAN rangkap jabatan 

dengan pekerjaan yang ada pada 

SKPD pengirim. Hal ini 
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menyebabkan personel tersebut 

tidak maksimal dalam 

pekerjaannya. Sementara untuk 

pendanaan bantuan masyarakat 

miskin baru yang berasal dari 

sumbangan PNS Kota 

Payakumbuh.   

 

H. Saran 

Berdasarkan interpretasi hasil 

dan simpulan yang diperoleh, maka 

disusunlah saran sabagai berikut : 

a. Pelaksanaan program Pandu 

Gempita merupakan wujud dari 

komitmen Pemerintah Kota 

Payakumbuh untuk memberikan 

layanan secara terpadu bagi 

masyarakat miskin yang ada di 

Kota Payakumbuh melalui Unit 

Pelayanan Terpadu Kesejahteraan 

Anak Nagari (UPT-KAN). Dalam 

perjalanannya program yang telah 

memasuki tahun ke-3 ini berbagai 

kendala pastinya banyak 

ditemukan, oleh sebab itu 

evaluasi, sinergitas dan 

pembinaan pemerintah sangat 

diperlukan dalam kelangsungan 

program ini. Mengingat 

pelaksanaannya sampai saat ini 

belum dapat melaksanakan 

konsep One Stop Service dalam 

pelayanannya. 

b. Perencanaan dan pelaksanaan 

penanganan masalah sosial yang 

belum optimal bersumber dari 

cara pemahaman dalam mengatasi 

masalah sosial yang mengabaikan 

keterpaduan dalam proses 

penanganannya. Masih banyak 

program pelayanan sektoral yang 

masih berjalan sendiri-sendiri 

sesuai dengan bidang tugas pokok 

dan fungsi masing-masing 

lembaga/institusi. Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2009 

telah mengamanatkan bahwa 

penyelenggaraan kesejahteraan 

sosial yang dilakukan oleh 

pemerintah baik pusat maupun 

daerah serta masyarakat selain 

harus terarah dan berkelanjutan, 

juga harus terpadu. Pada UPT-

KAN, sebaiknya pemerintah 

daerah memberikan pendelegasian 

wewenang dalam pelaksanaan 

penanggulangan kemiskinan 

secara terpadu di Kota 

Payakumbuh. 

c. Perlu evaluasi terhadap 

penempatan personel yang berada 

pada UPT-KAN, mengingat 

pelaksanaan rangkap jabatan 

terhadap pelaksanaan kegiatan 

yang berjalan selama ini tidak 

maksimal. Personel tersebut tidak 

fokus dalam melaksananakan 

kegiatan di UPT-KAN. Dengan 

demikian, sebaiknya personel 

UPT-KAN ditunjuk personel yang 

tetap dengan pemberian tugas dan 

fungsi serta insentif yang jelas. 
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